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AMAN : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

APHA : Asosiasi Pengajar Hukum Adat

Baleg : Badan Anggota Legislatif

BNPB : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Dapil : Daerah Pemilihan

Demokrat : Partai Demokrat

DIM : Daftar Inventarisasi Masalah

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

Gerindra : Partai Gerakan Indonesia Raya

Golkar : Partai Golongan Karya

Hanura : Partai Hati Nurani Rakyat

KPU : Komisi Pemilihan Umum

Mendagri : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nasdem : Partai Nasional Demokrat

PAN : Partai Amanat Nasional

PDIP : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKS : Partai Keadilan Sejahtera

Pemilu : Pemilihan Umum Legislatif

PKB : Partai Kebangkitan Bangsa

PPP : Partai Persatuan Pembangunan
Prolegnas : Program Legislasi Nasional

RUU : Rancangan Undang-Undang

RUU MHA : Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat
TA : Tenaga Ahli

uubD : Undang-Undang Dasar



|Ikhtisar

Dalam rangka menyediakan informasi terkait rekam jejak anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) ke publik secara luas terhadap isu lingkungan hidup menjelang Pemilu 2019, #Vote4Forest
melakukan kajian keberpihakan anggota DPR terhadap isu lingkungan, dengan studi kasus pertama
yakni RUU Masyarakat Hukum Adat. Studi ini menunjukkan bahwa terdapat 28 anggota DPR yang
terlibat aktif dalam pembahasan RUU MHA. Sebanyak 26 anggota akan kembali mencalonkan diri
dalam Pemilu 2019, dan 16 anggota diantaranya mewakili daerah pemilihan (Dapil) yang dihuni
kelompok masyarakat adat. Meski demikian, jabatan wakil rakyat pada Dapil kelompok masyarakat
adat tidak menjamin sikap positif anggota terhadap RUU MHA. Temuan ini mengkhawatirkan, sebab
masyarakat adat merupakan salah satu konstituen Pemilu yang rentan, dan hingga kini RUU MHA
sebagai jaminan hukum perlindungan eksistensi masyarakat adat tak kunjung berhasil disahkan
sebagai undang-undang walau telah melintasi dua periode pergantian DPR RI.
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Masyarakat adat dan potensi
bencana

Tahun 2018 adalah periode yang amat
memilukan bagi Indonesia, sebab diwarnai
dengan rentetan bencana sebanyak 2.486
kejadian. Meskipun jumlah ini lebih sedikit
ketimbang kejadian bencana di tahun 2017,
angka korban meninggal dunia dan hilang
mencapai 4.231 orang!, alias yang tertinggi
dalam 10 tahun belakangan. Angka ini
mengalahkan akumulasi korban bencana
sepanjang tahun 2010 yang mencapai 1.097
korban jiwa. Tragedi ini menjadikan tahun 2018
sebagai tahun dengan rentetan bencana paling
mematikan dalam satu dekade terakhir2.

Tingginya jumlah dan dampak bencana
merupakan konsekuensi yang harus kita hadapi
akibat fenomena perubahan iklim dan degradasi
lingkungan. Persoalan ini adalah tanggung
jawab multisektoral, tak terkecuali bagi lembaga
legislatif. Wakil rakyat sudah sepantasnya
bersikap progresif dalam menyusun peraturan
perundang-undangan yang berpihak kepada
pelestarian dan keberlanjutan lingkungan.
Terlebih, Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) telah memperkirakan terjadinya
2.500 bencana pada tahun politik 2019 ini.
Menyikapi hal tersebut, seluruh elemen
masyarakat perlu memastikan bahwa politikus
yang mewakilinya di Senayan adalah insan
yang paham dan peduli pada upaya pelestarian
lingkungan. Pemahaman dan kepedulian
terhadap upaya pelestarian lingkungan perlu
jadi tolok ukur tingkat komitmen dan willingness
para politikus untuk menyelamatkan kehidupan
serta kesejahteraan warga konstituennya* dari
potensi bencana.

Ironisnya, capaian target Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) tahun 2018 justru jauh
dari harapan. Dari target 49 Rancangan Undang-
Undang (RUU) dalam Prolegnas 2018 yang
ditetapkan, DPR hanya berhasil mengesahkan 10
RUU menjadi UU dengan rincian 5 UU prioritas
dan 5 kumulatif®. Dari rincian tersebut, tidak
satupun UU terkait lingkungan yang berhasil
diselesaikan, termasuk RUU Masyarakat Hukum
Adat (RUU MHA). Sebelumnya, RUU MHA
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pernah masuk Prolegnas DPR Rl periode 2009-
2014, namun gagal disahkan. Pada periode DPR
Rl tahun 2015-2019 RUU ini pun secara resmi
menjadi inisiatif DPR Rl dan menjadi Prolegnas
mulai tahun 20178,

RUU MHA memiliki urgensi tinggi untuk
segera disahkan. Pasalnya, RUU ini menjadi
syarat utama terakomodasinya kepastian
hukum terhadap masyarakat adat’. Sepanjang
tahun 2018 saja, ratusan ribu orang dari
masyarakat adat menjadi korban dari total
326 konflik sumber daya alam dan agraria di
seluruh Indonesia. Seluruhnya melibatkan
areal seluas 2.101.858 hektare dengan korban
total mencapai 186.631 jiwa, yang 176.673
diantaranya berasal dari masyarakat adat.?
Padahal, keberadaan masyarakat adat di
Indonesia beserta kebudayaan tradisionalnya
amat vital dalam upaya adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim®. Pengesahan RUU MHA yang
berlarut-larut sama saja memarjinalisasi peran
penting masyarakat adat yang diakui dan
dilindungi konstitusi melalui Pasal 18 B ayat (2)
dan Pasal 28 | ayat (3) UUD 1945. Kehadiran
RUU MHA dapat dimaknai sebagai wujud sikap
negara melunasi utang konstitusi. Namun, dalam
proses legislasi terdapat sejumlah hal yang
dikritisi banyak kalangan, seperti substansi RUU
yang belum berpihak pada masyarakat adat®®
dan belum adanya political will dari pemerintah
untuk menyerahkan Daftar Inventarisasi
Masalah (DIM) yang menjadi syarat RUU ini
kembali dibahas**.

Di samping itu, menyambut momentum
pemilihan legislatif 2019, semua pihak perlu
memahamiperspektifanggotalegislatifterhadap
isu lingkungan secara lebih dalam, khususnya
RUU MHA. Salah satu cara untuk meminimalisasi
bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim
adalah berperan dalam Pemilu 2019 dengan
memilih wakil rakyat yang memperjuangkan
lingkungan dan masyarakat hukum adat. Oleh
karena itu, dalam rangka memastikan kualitas
wakil rakyat yang mencalonkan diri pada Pemilu
2019 dan keberpihakan tersebut, Vote4Forest
melakukan kajian keberpihakan wakil rakyat pada
isu lingkungan. Tulisan ini berupaya memetakan
kecenderungan sikap anggota DPR terhadap
isu lingkungan yang berfokus pada proses



Legislasi RUU MHA, dengan rumusan masalah
seperti berikut:

1. Siapa anggota DPR vyang terlibat aktif
dalam pembahasan RUU MHA dan akan
kembali maju dalam Pemilu 2019?

2. Bagaimana kecenderungan sikap anggota
DPR tersebut terhadap RUU MHA?

Pendekatan dan metode kajian

Riset ini memadukan pendekatan kualitatif
dan kuantitatif. Metode deskriptif kualitatif
digunakan melalui kajian menyeluruh atas opini/
pendapat anggota legislatif terhadap Rancangan
Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum
Adat. Sementara itu, metode statistik kuantitatif
digunakan untuk mengalkulasi temuan kajian
dan menyajikan data secara sederhana. Sumber
data utama dalam kajian ini adalah dokumen
resmi KPU yang ditampilkan melalui situs web
infopemilu.kpu.go.id dan dokumen notulensi

rapat membahas RUU terkait yang dirilis oleh

WikiDPR®2, Kami juga menelusuri pemberitaan

di media nasional dan publikasi materi-materi

atas RUU terkait yang ditampilkan dalam akun

media sosial portal berita.

a) Batasan kajian
Subjek kajian ini terbatas pada anggota
Badan Legislatif (Baleg) DPR Rl periode 2014-
2019 yang terlibat aktif dalam pembahasan
RUU MHA pada tahun 2017 sampai akhir
tahun 2018, dan akan kembali mencalonkan
diri pada Pemilu 2019. Sumber data rapat
yang digunakan dalam kajian ini adalah
periode awal tahun 2017 sampai akhir tahun
2018, yakni sebanyak 9 rapat dengan rincian
pokok bahasan pada tabel 1. Dalam periode
waktu yang sama, terdapat 113 pemberitaan
media yang terdiri dari 56 persen media
daring, 43 persen koran cetak dan 1 persen
majalah; serta 100 cuitan terkait RUU MHA
dari anggota DPR yang terlibat.

Tabel 1. Periode dan Pokok Bahasan Rapat RUU MHA Tahun 2017-2018

P;;i:::e Pokok Bahasan Tanggal
1 Pemaparan RUU Masyarakat Adat dengan TA Baleg 23 Agustus 2017
2 Hasil harmonisasi RUU Masyarakat Adat dengan TA Baleg 11 September 2017
3 Masukan terhadap RUU Masyarakat Adat dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara | 12 September 2017
(AMAN)
4 Masukan terhadap RUU Masyarakat Adat dengan Prof. Achmad Sodiki 22 November 2017
5 Masukan terhadap RUU Masyarakat Adat dengan Prof. Maria Sumardjono 6 Desember 2017

Masukan terhadap RUU Masyarakat Adat dengan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)

15 Januari 2018

Harmonisasi RUU Masyarakat Adat dengan Tenaga Ahli

23 Januari 2018

8 Menyepakati target dan penyerahan DIM oleh pemerintah dan lama waktu RUU Mas- | 19 Juli 2018
yarakat Adat dengan Mendagri, MenATR, MenPDTT, KLHK, KKP
9 Dengar pendapat umum tentang RUU Masyarakat Adat dengan Koalisi Masyarakat Sipil | 24 September 2018
Sumber: Database WikiDPR 2017-2018
b) Metode analisis e Variabel pembanding keberadaan

Untuk mengelompokkan dan menganalisis,
kajian ini menggunakan variabel dan
indikator sebagai berikut:

e Variabel pembanding jumlah anggota
DPR vyang terlibat dan akan kembali
mencalonkan diri pada Pemilu 2019
dihimpun dari dokumen resmi KPU yang
ditampilkan pada situs web infopemilu.
kpu.go.id.
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kelompok masyarakat adat yang diwakili
anggota DPR dalam pembahasan RUU
MHA dihimpun dari basis data sebaran
masyarakat adat yang dirilis Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
pada tahun 2019.

e Arah pernyataan dan sikap anggota
DPR terhadap RUU MHA ditentukan
berdasarkan tiga jenis indikator
sentimen (kecenderungan sikap) yakni:



1) Positif: jika anggota DPR mendukung RUU MHA

2) Netral: Jika anggota DPR tidak menyatakan dukungan atau penolakan terhadap RUU
MHA

3) Negatif: Jika anggota DPR tidak mendukung RUU MHA

Temuan
I. 93 Persen Wakil Rakyat yang Terlibat, Maju Kembali di Pemilu 2019

Kami menemukan terdapat 28 anggota Baleg yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU MHA.
Mereka berasal dari 9 partai dengan komposisi: Golkar (6 orang), Demokrat (2 orang), PDI-P (8
orang), Gerindra (1 orang), PKS (3 orang), PKB (2 orang), Nasdem (2 orang), Hanura (1 orang), dan
PAN (3 orang).

Sebanyak 26 dari 28 anggota Baleg atau setara 93 persen dipastikan kembali maju di Pemilu
2019. Akumulasinya dapat disimak pada Grafik 1.

Sebanyak dua anggota DPR atau setara 7 persen dari anggota Baleg yang tidak maju kembali
di Pemilu 2019 adalah Azhar Romli (Golkar) karena telah meninggal dunia dan Khatibul Umam
(Demokrat) yang sebabnya tidak dapat diidentifikasi. Selain itu, terdapat dua anggota DPR yang
pindah partai, yakni Rufinus (Hanura) dan Ammy Amalia Fatma Surya (PAN) yang sama-sama hijrah
ke Nasdem.

Grafik 1. Perbandingan Jumlah Anggota DPR
Pembahasan RUU MHA dalam Kontestasi Pileg2019-2024

o

Miaju dalarm Pileg 2015.2024 0 EE&E. Tidak Maju dalam Pileg 2019-2024
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Il. 62 Persen anggota DPR mewakili Dapil kelompok masyarakat adat

Berdasarkan data anggota dan sebaran masyarakat adat AMAN tahun 2019, setidaknya terdapat

2.363 kelompok masyarakat adat yang tersebar di 30 provinsi dan 234 kabupaten/kota. Hasil
tumpang tindih (overlay) data dari AMAN dengan Dapil 26 anggota DPR yang akan kembali maju
dalam Pemilu 2019 terhimpun pada Tabel 2 di bawah ini

Tabel 2. Daftar Dapil Anggota DPR Terlibat dan Kelompok Masyarakat Adat

No | Nama Anggota DPR Dapil 2019 hlll(:Is?/:lg::t Kabupaten/Kota yang Terdapat Kelompok Masyarakat Adat
Adat
1 Tabrani Maamun Riau 1 Ada Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Siak
2 Bahrum Daido Sulsel 3 Ada Enrekang, Tana Toraja, Tana Toraja Utara, Sidrap, Luwu Timur
dan Luwu Utara

3 | Adang Daradjatun DKI 3 Tidak ada -

4 | Arif Wibowo Jatim 4 Ada Lumajang

5 Hermanto Sumbar 1 Ada Kepulauan Mentawai

6 Rufinus ~ Hotmaulana Bali Ada Tabanan, Bangli, Badung dan Buleleng
Hutauruk

7 Endang Maria Astuti Jateng 4 Tidak ada -

8 Taufig R. Abdullah Jateng 7 Tidak ada -

9 Muchtar Luthfi A. Mutty Sulsel 3 Ada Enrekang, Tana Toraja, Tana Toraja Utara, Sidrap, Luwu Timur

dan Luwu Utara

10 | Ono Surono Jabar 8 Ada Cirebon

11 | Diah Pitaloka Jabar 3 Tidak ada -

12 | Firman Soebagyo Jateng 3 Ada Blora dan Pati

13 | Andi Yuliani Paris Sulsel 2 Ada Bulukumba, Sinjai, Wajo dan Bone

14 | Hamdhani Kalteng Ada Kapuas, Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara, Kapuas,

Seruyan, Gunung Mas, Pulang Pisau, Palangka Raya, Kota
Waringin Timur dan Katingan

15 | Junimart Girsang Sumut 3 Ada Langkat, Dairi dan Pakphak Barat

16 | Andreas Eddy Susetyo Jatim 5 Ada Malang

17 | Wenny Haryanto Jabar 6 Tidak ada -

18 | Bambang Riyanto Jateng 5 Tidak ada -

19 | Totok Daryanto Jatim 5 Ada Malang

20 | Martri Agoeng Jateng 4 Tidak ada -

21 | Rieke Diah Pitaloka Jabar 7 Ada Kuningan dan Ciamis

22 | Ammy Amalia Fatma Jateng 8 Tidak ada -
Surya

23 | Mukhamad Misbakhun Jatim 2 Ada Pasuruan dan Probolinggo

24 | Neng Eem Marhamah Jabar 3 Tidak ada -
Zulfa Hiz

25 | Eva Kusuma Sundari Jatim 6 Tidak ada -

26 | M. Nurdin Jabar 10 Ada Garut dan Tasikmalaya

Sumber: Diolah dari Data Anggota dan Sebaran Masyarakat Adat AMAN 2019 dan laman Resmi infopemilu.kpu.go.id
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Secara singkat, sebanyak 16 dari 26 anggota DPR yang terlibat atau setara dengan 62 persen me-
wakili Dapil yang dihuni kelompok masyarakat adat, sebagaimana visualisasi di Grafik 2.

Grafik 2. Presentase Dapil Anggota DPR
Terlibat dengan Keberadaan Kelompok Masyarakat Adat

- 38%

Dapil Terdapat Kelompok Masyarakat Adat E E E"rl} Dapil Tidak Terdapat Kelompok Masyarakat Adat

lll. Kecenderungan Sikap Anggota DPR Terhadap RUU MHA

Rekapitulasi analisis kecenderungan sikap anggota DPR pada RUU MHA yang tertera pada Lam-
piran 1 berserta visualisasinya adalah seperti berikut.

Tabel 3. Rekapitulasi Kecenderungan Sikap Anggota DPR Terhadap RUU MHA

No Kecenderungan Sikap Jumlah Anggota DPR
1 Positif 12
2 Netral 11
3 Negatif 3
Total 26

Grafik 3. Kecenderungan Sikap Anggota
DPR Terhadap RUU MHA

2% 46%

Positif e,
Netral 42%
. Negatif
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Identifikasi kecenderungan sikap anggota DPR terhadap RUU MHA berdasarkan partai dapat

disimak pada Grafik 4.

Grafik 4. Kecenderungan Sikap Anggota DPR
Terlibat Terhadap RUU MHA Berdasarkan Partai
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Analisis dalam kajian ini menunjukkan
bahwa keterwakilan anggota DPR RI atas
Dapil yang dihuni kelompok masyarakat adat
tidak menjamin dukungannya terhadap RUU
MHA. Dari 16 anggota DPR Rl yang mewakili
Dapil kelompok masyarakat adat, sebanyak
2 orang cenderung bersikap negatif, yakni
Bahrum Daido (Demokrat, Sulawesi Selatan
III) dan Rufinus Hotmaulana Hutauruk (2014
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Sumatra Utara Il; 2019 Hanura, Bali). Sementara
itu, sebanyak 5 orang cenderung bersikap
netral, yakni Tabrani Maamun (Golkar, Riau
[); Junimart Girsang (PDI-P, Sumatra Utara lll);
Andreas Eddy Susetyo (PDI-P, Jawa Timur V);
Mukhamad Misbakhun (Golkar, Jawa Timur Il);
dan M. Nurdin (PDI-P, Jawa Barat X). Bagaimana
nasib RUU Masyarakat Hukum Adat di periode
pemerintahan kedepan sangat bergantung pada
interaksi pemilih dengan Caleg baik sebelum
ataupun sesudah Pemilu 2019. Jadilah pemilih
cerdas dan kritis untuk Indonesia Tangguh.
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#VotedForest adalah inisiatif kolaborasi dari Yayasan Madani Berkelanjutan,
WikiDPR dan Change.org Indonesia untuk memberikan informasi publik terkait
rekam jejak anggota DPR pada isu lingkungan jelang Pemilu 2019.




WikiDPR adalah sebuah organisasi non-profit bidang media dan
komunikasi. Dibentuk di Jakarta pada 2014, WikiDPR merupakan
WikiDPH.ur  pentuk inisiatif warga yang merespons praktik kerja anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) agar lebih transparan. www.wikidpr.org

Change.org adalah wadah petisi online yang terbuka, bagi siapa saja

dan di mana saja yang ingin memulai kampanye sosial demi perubahan

c positif. Petisi-petisi melalui Change.org berhasil mendorong upaya

L penyelamatan lingkungan, demokrasi, kampanye anti korupsi, dan
isu-isu lainnya. www.change.org/infografis2018

Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya

@ menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah,
Madah“l" sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif
terkait tata kelola hutan dan lahan. www.madaniberkelanjutan.id



Kajian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif menggunakan sumber data utama
dari rapat-rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR Rl yang dipublikasi melalui
situs Wikidpr.org; dokumen resmi dari KPU yang diunggah di www.infopemilu.kpu.go.id; serta
pemberitaan di mesia massa dan sosial media. Kajian ini akan dipaparkan dalam beberapa seri
diskusi publik.
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